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ABSTRACT


There are several factors contributing to the misdemeanor in Indonesia, namely economic factors, sosilogi, and psychology, the third fakror has a close relationship with each other to bring about a misdemeanor, meaning that one of the factors that are influenced by other factors so that one factor can not be stand alone in causing trouble misdemeanor.
The function of the criminal procedure law is to implement and enforce. Criminal Law. This function can be considered as a function repressit criminal law, meaning that if the act is classified as a criminal act, then such actions must be processed so that the provisions contained in the criminal law can be applied to the perpetrators: Police; Attorney and District Court.
Implementation of the law was to be touched not only the man who is being tried for violations of the law, but also touching the victim of crime, and the legal officers of police, prosecutors, judges and corrections officials, and ultimately the entire nation. Law enforcement officers are human beings, as well as law offenders are people too, so that the criminal law is formal and material dealing with human beings who desire a bright tomorrow and serene.
ABSTRAK
Ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana ringan di Indonesia yaitu faktor ekonomi, sosilogi, dan psikologi, ketiga fakror ini mempunyai kaitan yang erat satu sama lainnya untuk mendorong terjadinya tindak pidana ringan, artinya faktor yang satu dipengaruhi oleh faktor lain sehingga salah satu faktor tidak dapat berdiri sendiri dalam menimbulkan masalah tindak pidana ringan.
Fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan dan menegakkan. Hukum Pidana.  Fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi repressit hukum pidana, artinya jika perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana maka perbuatan tersebut harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan kepada pelaku :  Kepolisian ; Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. 
Pelaksanaan hukum itu harus menyentuh tidak hanya manusia yang sedang diadili karena pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh korban kejahatan, dan petugas-petugas hukum polisi, jaksa hakim dan pejabat lembaga pemasyarakatan, serta pada akhirnya seluruh bangsanya. Petugas penegak hukum adalah manusia, demikian pula pelanggar-pelanggar hukum adalah manusia juga, sehingga hukum pidana yang formil dan yang material berhadapan dengan manusia-manusia yang menginginkan hari esok yang cerah dan tenteram.
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan menciptakan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tertib. Sehingga diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam memberikan pengayoman kepada seluruh masyarakat.
Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan  atau kekuasaan saja (manchtsstaat). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak terkecuali. Bahwa atas dasar itulah maka lahirlah Kitab Hukum Acara Pidana ( KUHP) yang diundangkan pada 31 Desember 1981, namun karya agung dalam bidang hukum tersebut tidak dapat melindungi warganegara dengan status sosial negatif seperti pekerja seksual saat mereka mendapatkan perlakuan kasar dari orang lain ataupun perdagangan perempuan guna eksploitasi seksual. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Di dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegaskan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Di dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
Hukum harus dilaksanakan dan ditegaskan setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang fiat justitia el pereat mundus ( meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan), itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang diharapkan dalam keadaan tertentu, masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.
Pembentukan Undang-undang telah menggunakan perkataan “Strafbaar feit” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai ‘tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “Strafbaar feit” tersebut. Menurut VOS mengemukakan istilah strafbaar feit adalah suatu kelakukan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana (Bambang Poenomo,1985 : 91).

Dari sini dapat ketahui bahwa suatu tindak dikatakan sebagai tindak pidana, apabila tindakan tersebut dilarang oleh Undang-undang dengan sanksi pidana. Berkaitan dengan penanganan Tipiring sesuai ketentuan Pasal 505 KUHAP berbunyi 

a. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.
b. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, saksi ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

c. Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat diminta banding.
Didalam ketentuan dimaksud menunjukan bahwa untuk Proses Tipiring adalah ancaman hukuman kurang dari 3 bulan lamanya menyangkut Gerlandangan dan Pegemisa dapat dikenakan Tipiring sesuai Pasal 505 KUHP, Ialah ; 
1. Barang siapa dengan tidak mempunyai pencarian mengembara atau bergelandang kemana-mana, diancam, karena melakukan pergelandangan dengan ancaman kurungan paling lama tiga bulan.
2. Bergelandangan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, diancam kurungan paling lama 6 bulan.

Dari pengertian KUHAP sebagai Hukum formal dan KUHP maka untuk perkara Gelandangan dan pengemisan proses penyidikan menggunakan Tipiring.
Sehubungan dengan batasan tindak pidana ringan , dalam praktek dianggap sebagai perbuatan yang kadang mendapat sorotan masyarakat,  sehingga Mahkamah Agung mengakmbil suatu sikap yang berbentuk Perma No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Banyaknya perkara – perkara dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapat sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya ini sebagai salah satu contoh dalam perkara tindak pidana ringan ( tipiring ). 
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah
Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.
Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :
1. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Ringan ?

2. Proses Penyelesaian Perkara Tindakan Pidana Ringan kaitannya dengan Perma No. 02 Tahun 2012?
3. Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Ringan ?
 C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :

1) Untuk memperoleh data yang konkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2) Untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab suatu masalah.
b. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1) Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.

2) Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.

D.  Metode dan Teknik Penelitian

        Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :
1. Sumber Data
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan, yaitu di Poltabes  Samarinda.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data
Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

           Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan 

Merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan empat cara yaitu :

1) Wawancara
Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langsung dengan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.
2) Kuesioner
Yaitu perolehan data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

3) Observasi
Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yaitu tentang tinjauan yuridis tentang proses jual beli sertifikat deposito.

3. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.
            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Ringan
Terjadi tindakan pidana ringan dapat menimbulkan berbagai masalah khususnya di daerah perkotaan mulai dari pengemisan, pelacuran dan perjudian itu sendiri sampai pada masalah di daerah perkotaan mulai dari pengemisan itu sendiri sampai pada masalah berupa kriminal dan bahkan  sampai kepada masalah harga diri bangsa indonesia di dunia internasional, oleh sebab iti perlu diadakan upaya-upaya untuk menanggulangan persoalan tindak pidana ringan.
Ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana ringan di Indonesia yaitu faktor ekonomi, sosilogi, dan psikologi, ketiga fakror ini mempunyai kaitan yang erat satu sama lainnya untuk mendorong terjadinya tindak pidana ringan, artinya faktor yang satu dipengaruhi oleh faktor lain sehingga salah satu faktor tidak dapat berdiri sendiri dalam menimbulkan masalah tindak pidana ringan.
Beberapa ahli menyatakan bahwa ekonomilah yang menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana ringan yang terkait dengan persoalan investasi, kurangnya dana pembangunan, income perkapita yang sangat rendah tidak seimbang dengan ekspor-import, tidak tersedianya lapangan pekerjaan dan sebagainya. Hal ini berdampak secara negatif terhadap kehidupan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kemiskinan di masyarakata Kemiskinan rakyat tersebut ditandai dengan tidak tercukupinya kebutuhan-kebutuhan hidup yang bersifat pokok seperti sandang, pangan dan papan Keadaan miskin yang dialami oleh masyarakat ini dapat ,menimbulkan tindak pidana ringan.
Seperti telah disebut secara sepintas pada bagian awal tulisan ini untuk menanggulangi masalah pengemisan di Indonesia dilakukan dengan cara pendekatan sosiologi dan pendekatan dengan cara menggunakan sarana hukum pidana. Perwujudan dari penggunaan sarana sosiologi adalah dibuatnya Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial untuk mengurusi masalah-masalah sosial termasuk pengemisan dan pelacuran Semua ini menunjukkan adanya penanngulangan tindak pidana ringan secara sosiologi.
Ciri dari hukum pidana adalah adanya ancaman pidana dan  pemidanaan terhadap pelanggar hukum kecuali ada hal-hal yang meniadakan tuntutan pidana. Terjadinya tindak pidana ringan berarti mencocoki delik dalam pasal 505 KUHP dan kepada pelakunya dapat diajukan penuntutan. Tetapi pasal 505 KUHP tidak secara otomatis dan konsekuensi diterapkan terhadap para pengemis dan pelacuran,  hal ini diketahui dari makin banyaknya para pengemis dan pelacur melakukan tindak pidana ringan tanpa adanya tuntutan berdasarkan pasal 505 KUHP.
Fenomena adanya para pengemis dan pelacuran yang nyata-nyata melakukan pegemisan dan pelacuran tetapi tidak diajukan penuntun kepengandilan secara teoritis yuridis tidak kenal dalam hukunm pidana KUHP yang berlaku di Indonesia hanya mengnal asas-asas yang berhubungan dengan penghapusan penuntutan, penghapusan sifat melawan hukum dan penghapusan kesalahan yang dilakukan seseorang.
Dalam bukunya Bambang Poenomo, mengatakan (1985 : 37 ); Di kenal beberapa asas yang berlaku sangat luas dalam ilmu pengetahuan pidana tetapi ada beberapa hal telah ada yang  dirumuskan terbatas dalam undang-undang yaitu :
a. Alasan pembenar (rechtsuaar digingsgronden), yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga perbuatan itu dijadikan perbuatan yang dibenarkan.

b. Alasan pemaaf ( schuld uits ultingsgroden) yaitu yang dihapuskan adalah sifat kesalahan dan terdakwa.
c. Alasan penghapus penuntutan ( on ver volg baarheed), yaitu suatu pernyataan tidak menuntut karena tidak dapat diterima oleh penuntut umum.

Asas-asas tersebut di atas dapat diterapkan suatu perbuatan melawan hukum agar perbuatan tersebut dapat dibenarkan, dimanfaakan dan dihapuskan penuntutannya tetapi khusus masalah tindak pidana ringan yang tidak diajukan penuntutan ke pengadilan tidak melalui asas-asas yang dikenal dalam KUHP ini sepertinya ada alasan lain yang tidak termasuk atau tidak  dikenal dalam KUHP yang diterapkan terhadap fenomena tidak diajukan lagi penuntutan terhadap para terdakwa.
B. 
 Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan kaitannya dengan dengan Perma No. 02 Tahun 2012. 
Sistem penegakan hukum tidak hanya diperlakukan dalam rangka mengimbangi sistem hukum, melainkan pula diperlukan dalam hubungannya dengan sifat-sifat hukum, komponen-komponen yang terkandung di dalam hukum, fungsi, atau saranan yang dapatr dibebankan kepada hukum. Penegakan hukum itu suatu sistem aksi atau sistem prosen.
Fungsi penegakan hukum secara konkrit harus dapat mengendalikan pertentangan kepentingan kehidupan manusia menjadi keadaan teratur dan mantap perlu dipertahankan terus menerus dalam waktu yang lama. Bekerjanya fungsi penegakan hukum sebagai pengendali sosial dan keterkaitannya dengan stabilitas sosial dapat ditingkagtkan dari hasil-hasil konkrit berupa penemuan kebutuhan hidup sebanyak-banyaknya pada pola kebijakan tertentu, dan semakin diperluas pada aspek-aspek operasional sebagai pengarah terhadap berbagai pertumbuhan kehidupan sosial.
Di dalam masyarakat yang maju dan kebutuhan hidup yang semakin komplek, maka fungsi penegakan hukum dari aspek operasionalnya menjadi sarana (instrumen) untuk mengarahkan pengaturan masyarakat atau tata hidup bermasyarakat ( poenomo, 1993 : 88 ).
Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana”dua ratus lima puluh Ringan kaitannya dengan dengan Perma No. 02 Tahun 2012.  Pasal 1  kata rupiah dalam pasal 364, 373, 379; 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000. ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) . Adapun menurut pasal 2 Perma No. 02 Tahun 2012 sebagai berikut : 
1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian , penipuan, penggelapan     penadahan dari Penuntut Umum , Ketua Pengadilan Wajib memperhatikan nilai barang  atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 Perma No.02  Tahun 2012. 

2. Apabila Nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam  pasal 205 – 210 KUHAP. 
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. 

Mengenai hukuman denda dapat dilihat pada pasal 3 Perma No. 02 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP  kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilpatgandakan menjadi 1.000 ( seribu ) kali. Adapun  Pasal 4 Perma No. 02 Tahun 2012 , menyatakan Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal- pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan pasal 3  Perma No. 02  Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. 
Sehubungan dengan banyaknya perkara –perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di Pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat , masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil , jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima ) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. 
Bahwa dengan banyaknya perkara – perkara tersebut yang masuk ke pengadilan  juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Pada umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memilki kewenangan dalam setiap tahapan, masyarakat pun pada umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut disidangkan di pengadilan , oleh karena sudah sampai tahap persidangan di Pengadilan sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilann mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.  Sebagai contoh perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat didakwa dengan menggunakan pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun , perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam katagori tindak pidana ringan, yang dalam hal ini seharusnya lebih tepat didakwa dengan pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan  penjara atau denda paling banyak Rp250.000, (dua ratus lima puluh rupiah). Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
Fungsi penegakan hukum tidak terhenti dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan upaya-upaya lain terlebih dahulu dan apabila upaya yang dimaksud tidak kena, barulah hukum pidana digunakan, akan tetapi lebih jauh akan berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum keseluruhan.
Fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan dan menegakkan. Hukum Pidana.  Fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi repressit hukum pidana, artinya jika perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana maka perbuatan tersebut harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan kepada pelaku : 
1. Kepolisian

    Melihat permasalahan tindak kejahatan pelacuran dituntut untuk tidak hanya melihat keberadaan pelacuran dalam pandangan nilai-nilai moral atau agama semata akan tetapi kita pun harus melihat persoalan ini secara hukum Indonesia maupun hukum internasional. Dalam KUHP Pengaturan dalam pelacuran hanya terbatas pelacuran dari sisi mata pencaharian yaitu pasal 296 KUHP. Peradilan terhadap pelacur yang terjaring razia yang dilakukan oleh aparat Kepolisian diketahui bahwa terhadap pelacur yang baru pertama kali terjaring atau terkena razia, mereka tidak langsung diajukan ke pengadilan akan tetapi diberi pengarahan sesuai dengan Keputusan Daerah No.1040 / KD / 1993 dan selanjutnya dilepas kembali.

2. Kejaksaan

Terhadap pelacur yang lebih dari satu kali atau berulangkali terkena razia  tindak pidana ringan (tipiring), oleh pihak Kepolisian diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan untuk kemudian diserahkan kepada pihak Kejaksaan dan oleh pihak Kejaksaan berkas perkara tersebut langsung tersebut langsung diserahkan ke pengadilan untuk diadili dan dijatuhkan putusan oleh Hakim yang mengadili. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Kejaksaan Samarinda bahwa terhadap perkara pelacuran, jaksa tidak mengajukan tuntutannya karena hanya meneruskan berkas Berita Acara Pemeriksaan dari pihak Kepolisian ke pengadilan dan melaksanakan keputusan hakim.
3. Pengadilan Negeri

Razia bagi para pelacur liar dilaksanakan pada malam hari oleh pihak Kepolisian Razia ini merupakan Operasi Tindak Pidana Ringan sehingga pengajuan para pelacur liar hasil razia Tipiring ke sidang pengadilan dilakukan keesokan paginya. Hal ini tentunya harus disesuaikan dengan hari sidang tindak pidana ringan yang telah ditentukan oleh Pengadilan setempat agar tidak bersamaan waktunya dengan sidang yang lainnya.

C.  Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Ringan

Mekanisme penegakan hukum oleh petugas hukum harus berorientasi pada tujuan bahwa menyelenggarakan hukum sebagai suatu instrumen dari tertib sosial dan proses pelaksanaan perlindungan kepentingan individu harus dalam rangka suatu sistem tertib sosial, dengan demikian eksistensi hakum dan pelaksanaan hukum tidak bersifat otonomi dan tertutup dari kehidupan masyarakat.
Banyak orang mengira tentang hukum termasuk kebijakannya adalah masalah yang tidak sulit dan ada anggapan pula bahwa petugas hukum yang jujur sulit dan ada anggapan pula bahwa petugas hukum yang  jujur serta adil untuk menegakkan hukum merupakan sarana penanggulangan kejahatan (politik kriminal) mudah dibereskan (Poenomo, 1993 : 97 ).
Proses penegakan hukum yang dikembangkan dengan dasar konsepsi  pengendalian diri dari si pembuat kejahatan agar hukum dan hukuman dapat dirasakan lebih tepat dari si pembuatan terhadap perbuatannya sendiri Negara dan anggota masyarakat merupakan hubungan keluarga besar yang menjadi dasar penyelenggaraan hukum acara pidana. Pelaksanaan hukum itu harus menyentuh tidak hanya manusia yang sedang diadili karena pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh korban kejahatan, dan petugas-petugas hukum polisi, jaksa hakim dan pejabat lembaga pemasyarakatan, serta pada akhirnya seluruh bangsanya. Petugas penegak hukum adalah manusia, demikian pula pelanggar-pelanggar hukum adalah manusia juga, sehingga hukum pidana yang formil dan yang material berhadapan dengan manusia-manusia yang menginginkan hari esok yang cerah dan tenteram.
Perangkat hukum pada khusus hukum pidana dan penegakannya melalui hukum acara pidana apabila dapat ditumbuhkan sebagai sarana untuk melindungi warga masyarakat sebagai obyek kekuasaan, hukum berdasarkan perikemanusiaan dan hak asasi manusia.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam  bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana ringan di Indonesia yaitu faktor ekonomi, sosilogi, dan psikologi, ketiga fakror ini mempunyai kaitan yang erat satu sama lainnya untuk mendorong terjadinya tindak pidana ringan, artinya faktor yang satu dipengaruhi oleh faktor lain sehingga salah satu faktor tidak dapat berdiri sendiri dalam menimbulkan masalah tindak pidana ringan.

2. Fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan dan menegakkan. Hukum Pidana.  Fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi repressit hukum pidana, artinya jika perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana maka perbuatan tersebut harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan kepada pelaku :  Kepolisian ; Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. 

3. Pelaksanaan hukum itu harus menyentuh tidak hanya manusia yang sedang diadili karena pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh korban kejahatan, dan petugas-petugas hukum polisi, jaksa hakim dan pejabat lembaga pemasyarakatan, serta pada akhirnya seluruh bangsanya. Petugas penegak hukum adalah manusia, demikian pula pelanggar-pelanggar hukum adalah manusia juga, sehingga hukum pidana yang formil dan yang material berhadapan dengan manusia-manusia yang menginginkan hari esok yang cerah dan tenteram.
B. Saran – Saran
a. Perlu dilakukan peninjauan terhadap hukum pidana baik KUHP dan Perda, khususnya yang mengatur masalah tipiring agar dapat memaksimalkan penanggulangan tipiring di Samarinda.

b. Perlu dilakukan perlindungan hukum, sehingga mempertimbangkan dipercepatnya pemberlakuan Rancangan PERDA Pencegahan, Pemberantasan Perdagangan Perempuan Dan Anak Serta Eksploitasi Pelacuran Tahun 2001.

c. Diberikan sangsi yang seberat-beratnya kepada pelaku tindak kejahatan tipiring agar pelaku jera tidak melakukan tindak kejahatan lagi.
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